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 Laut dan pulau-pulau kecil memiliki nilai ekologis, sosial, dan ekonomi 
yang sangat penting, terutama bagi masyarakat pesisir di negara 
kepulauan seperti Indonesia. Namun, kawasan ini menghadapi berbagai 
tantangan serius seperti degradasi ekosistem, eksploitasi berlebihan, 
konflik ruang, dan dampak perubahan iklim. Artikel ini merupakan kajian 
literatur yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis 
pendekatan pengelolaan yang efektif dalam mewujudkan keberlanjutan 
wilayah laut dan pulau kecil. Beberapa pendekatan yang dikaji meliputi 
pengelolaan berbasis masyarakat (CBM), perencanaan ruang laut atau 
marine spatial planning (MSP), serta kawasan konservasi laut berbasis 
teknologi. Selain itu, tinjauan terhadap kebijakan nasional dan peran 
kelembagaan menunjukkan pentingnya koordinasi lintas sektor, 
partisipasi lokal, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. 
Konsep ekonomi biru juga dibahas sebagai strategi alternatif untuk 
menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian lingkungan 
melalui ekowisata bahari, budidaya laut berkelanjutan, dan inovasi 
produk kelautan lokal. Kajian ini merekomendasikan sinergi antara 
pendekatan ekologis, sosial, dan kelembagaan sebagai dasar bagi tata 
kelola laut dan pulau kecil yang berkelanjutan dan inklusif. 
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1. LATAR BELAKANG  
Laut dan pulau-pulau kecil merupakan bagian integral dari sistem ekologi global dan memiliki fungsi 

strategis dalam menjaga keseimbangan lingkungan, ketahanan pangan, serta kesejahteraan sosial 
ekonomi masyarakat pesisir. Wilayah ini menyimpan keanekaragaman hayati tinggi serta menjadi lokasi 
penting bagi berbagai aktivitas ekonomi, mulai dari perikanan, pariwisata, transportasi laut, hingga 
konservasi ekosistem laut. Di negara kepulauan seperti Indonesia, yang memiliki lebih dari 17.000 pulau 
dan lebih dari 108.000 km garis pantai, pengelolaan laut dan pulau kecil menjadi agenda strategis dalam 
konteks pembangunan berkelanjutan dan kedaulatan sumber daya alam (Ras, 2025; Sabir & 
Mokodompit, 2023). 

Namun, tekanan terhadap wilayah laut dan pulau kecil semakin meningkat. Eksploitasi sumber daya 
yang berlebihan, kerusakan ekosistem seperti terumbu karang dan hutan mangrove, perubahan iklim, 
serta pembangunan infrastruktur yang tidak ramah lingkungan telah menyebabkan degradasi habitat dan 
konflik ruang antar sektor. Studi oleh Selvia & Lemaaniah (2024) menunjukkan bahwa banyak kawasan 
pulau kecil menghadapi tekanan ganda berupa penurunan produktivitas perikanan dan meningkatnya 

mailto:kurniawanronal09@gmail.com


 

South East Asian Management Concern, Vol 2 No. 2: 71-78                      Wahyuni et al. 

Publisher: Science, Technology, and Education Care (STEDCA)  72 

 

kerentanan sosial masyarakat akibat perubahan ekosistem. Selain itu, Kasri et al. (2024). menyoroti 
bahwa pulau kecil sangat rentan terhadap naiknya permukaan laut dan perubahan suhu, yang 
mengancam mata pencaharian masyarakat pesisir. Di tingkat lokal, lemahnya tata kelola, fragmentasi 
kewenangan antar lembaga, serta rendahnya partisipasi masyarakat juga menjadi hambatan signifikan. 

Sebagai respons terhadap kompleksitas permasalahan tersebut, berbagai pendekatan strategis 
telah dikembangkan, antara lain: pengelolaan berbasis ekosistem (ecosystem-based management), 
pengelolaan berbasis masyarakat (community-based management), zonasi ruang laut, serta 
pengembangan ekonomi biru yang berkelanjutan (blue economy). Pendekatan ini tidak hanya 
menekankan konservasi ekosistem, tetapi juga menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam 
tata kelola sumber daya laut. Selain itu, kebijakan internasional dan nasional seperti Agenda 2030 Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan (SDG 14), Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD), Perpres No. 32 
Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Laut Nasional, serta regulasi seperti RZWP3K menjadi 
kerangka penting dalam implementasi pengelolaan laut secara terintegrasi (FAO, 2023; UNEP, 2021; 
Bappenas, 2024). 

Melalui kajian ini, akan ditinjau secara komprehensif berbagai strategi pengelolaan laut dan pulau-
pulau kecil dari perspektif ekologis, sosial, dan kebijakan. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk 
mengidentifikasi pendekatan-pendekatan terbaik dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil, 
tetapi juga memberikan rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan adaptif terhadap dinamika lokal. Kajian 
ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah dan praktis dalam mendukung keberlanjutan 
ekosistem laut, memperkuat ketahanan masyarakat pesisir, serta mendorong sinergi lintas sektor dalam 
pengelolaan sumber daya kelautan yang inklusif dan adil 
 
2. METODE PENELITIAN 

Penulisan ini menggunakan metode literature review sistematis dengan pendekatan kualitatif. 
Sumber data diperoleh dari publikasi ilmiah internasional dan nasional, kebijakan pemerintah, serta 
laporan organisasi internasional dalam kurun waktu 2015–2025. Kata kunci yang digunakan dalam 
pencarian meliputi: small island management, marine spatial planning, community-based marine 
management, dan blue economy. Seleksi artikel dilakukan berdasarkan relevansi terhadap fokus kajian 
dan kualitas publikasi (jurnal terakreditasi dan laporan institusi terpercaya seperti FAO, UNEP, dan KKP). 

 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Tantangan Pengelolaan Laut dan Pulau Kecil 

Pengelolaan laut dan pulau-pulau kecil menghadapi tantangan multidimensi yang melibatkan aspek 
ekologis, sosial, dan kelembagaan. Salah satu persoalan utama adalah overfishing atau penangkapan 
ikan yang melebihi kapasitas regeneratif sumber daya. Aktivitas ini tidak hanya mengancam populasi 
ikan target, tetapi juga menyebabkan kerusakan ekosistem pendukung seperti terumbu karang, padang 
lamun, dan hutan mangrove yang menjadi habitat pemijahan, pembesaran, dan tempat berlindung 
berbagai biota laut (Latuconsina et al., 2023). Di banyak wilayah, praktik penangkapan yang tidak selektif, 
seperti penggunaan alat tangkap destruktif, telah mempercepat degradasi ekosistem dan menurunkan 
produktivitas perikanan lokal. Dalam jangka panjang, hal ini tidak hanya berdampak pada keragaman 
hayati tetapi juga mengancam ketahanan pangan masyarakat pesisir (Darwin, 2025). 

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah dan 
belum terintegrasinya kebijakan lintas sektor. Terdapat tumpang tindih kewenangan antara instansi 
kelautan, kehutanan, perhubungan laut, dan pemerintah daerah yang menyebabkan kebijakan tata ruang 
laut (seperti RZWP3K) sulit diimplementasikan secara konsisten (Anugrah et al., 2020; Parjito et al., 
2022). Selain itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan sumber daya laut masih lemah, 
baik karena kurangnya sumber daya manusia, infrastruktur pengawasan, maupun keterbatasan 
kapasitas kelembagaan lokal. Hal ini menyebabkan aktivitas ilegal seperti perambahan wilayah 
konservasi, tambang ilegal di pulau kecil, dan reklamasi yang tidak berizin terus berlangsung tanpa 
pengawasan yang memadai (Siburian, 2018; Yusuf, 2024 ; Ardalepa, 2025). 
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Dari sisi sosial dan ekonomi, ketimpangan akses terhadap sumber daya antara masyarakat lokal 
dan pemilik modal besar menjadi isu krusial. Dalam banyak kasus, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 
dikomersialisasi untuk kepentingan pariwisata eksklusif, industri tambak, atau konsesi tambang, 
sementara masyarakat adat dan lokal kehilangan akses terhadap wilayah yang sebelumnya menjadi 
sumber utama mata pencaharian mereka (Cahyono, 2016). Ketidakseimbangan ini memperbesar 
kesenjangan sosial, meningkatkan konflik lahan, dan memperlemah hak-hak masyarakat pesisir atas 
tanah dan laut yang secara turun-temurun mereka kelola. 

Tantangan ekologis yang semakin memburuk juga disebabkan oleh perubahan iklim, yang 
memengaruhi pulau-pulau kecil secara tidak proporsional. Kenaikan muka air laut, abrasi pantai, dan 
peningkatan frekuensi badai tropis telah menyebabkan erosi daratan, kerusakan infrastruktur vital, serta 
hilangnya permukiman dan lahan produktif di pesisir (Paulangan et al., 2018). Dalam beberapa kasus, 
pulau-pulau kecil berisiko menjadi tidak layak huni dalam beberapa dekade mendatang akibat kombinasi 
banjir rob, intrusi air laut, dan kerusakan ekosistem pelindung pantai (Zuardin, 2016; Imam et al., 2025). 
Kerentanan ini diperparah oleh terbatasnya kapasitas adaptasi lokal, minimnya akses terhadap data 
iklim, serta belum optimalnya perencanaan adaptasi berbasis komunitas di daerah terpencil. 

Dengan berbagai tantangan tersebut, menjadi jelas bahwa pengelolaan laut dan pulau kecil tidak 
dapat diselesaikan dengan pendekatan sektoral atau konvensional semata. Diperlukan integrasi 
kebijakan lintas sektor, penguatan tata kelola berbasis masyarakat, serta peningkatan kapasitas adaptasi 
terhadap perubahan iklim untuk menjawab kompleksitas masalah yang ada secara berkelanjutan dan 
berkeadilan 

 
Pendekatan Pengelolaan yang Efektif 

Dalam konteks pengelolaan laut dan pulau-pulau kecil, pendekatan yang bersifat partisipatif, adaptif, 
dan berbasis ekosistem telah terbukti lebih efektif dibandingkan pendekatan konvensional yang terpusat. 
Salah satu pendekatan yang menonjol adalah Community-Based Management (CBM) atau pengelolaan 
berbasis masyarakat (Putriani et al., 2024 ; Putri et al., 2020 ; Setiyono, 2016). Contoh nyata dapat dilihat 
pada sistem sasi laut di Maluku, di mana masyarakat adat diberi kewenangan untuk mengatur waktu dan 
cara penangkapan sumber daya laut melalui kearifan lokal (Putri et al., 2021). Studi menunjukkan bahwa 
pendekatan ini tidak hanya berhasil meningkatkan stok ikan, tetapi juga memperkuat ketaatan sosial 
terhadap aturan pemanfaatan sumber daya (Banon et al., 2011). Pengakuan terhadap hak-hak 
masyarakat lokal dan integrasi nilai-nilai tradisional terbukti meningkatkan efektivitas konservasi secara 
signifikan. 

Selain itu, implementasi Marine Spatial Planning (MSP) menjadi solusi strategis untuk mengurangi 
konflik ruang antar sektor, seperti perikanan, pariwisata, konservasi, dan infrastruktur. MSP merupakan 
pendekatan sistematis untuk mengalokasikan ruang laut secara optimal dan berkelanjutan dengan 
mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak (Ramadhan et al., 2024). Di beberapa negara seperti 
Filipina dan Norwegia, MSP telah berhasil mencegah tumpang tindih zonasi, mengurangi tekanan 
terhadap habitat kritis, serta meningkatkan efisiensi dalam perencanaan pembangunan pesisir dan pulau 
kecil. Di Indonesia, penerapan MSP melalui RZWP3K masih menghadapi tantangan implementasi, 
namun secara konsep memberikan kerangka kerja yang penting dalam pengelolaan wilayah laut secara 
terintegrasi (Junaidi et al., 2024; Saptasari et al., 2024). 

Pendekatan lain yang juga efektif adalah pembentukan Kawasan Konservasi Laut (KKL) yang 
berfungsi untuk melindungi habitat penting, menjaga keanekaragaman hayati, dan meningkatkan 
produktivitas ekosistem (Rizki, 2024). Efektivitas kawasan konservasi akan meningkat jika didukung oleh 
pemantauan berbasis teknologi, seperti penggunaan sistem informasi geografis (SIG), drone, citra satelit, 
hingga sensor bawah laut (Irawan & Rijal, 2025 ; Sewiko et al., 2023). Teknologi memungkinkan deteksi 
dini terhadap aktivitas ilegal, pemetaan habitat, serta pengawasan berkala terhadap kondisi perairan dan 
keanekaragaman hayati. Kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga riset sangat 
diperlukan agar sistem pemantauan ini dapat berjalan optimal dan berbasis data. 
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Pendekatan-pendekatan ini tidak dapat berdiri sendiri, melainkan perlu diintegrasikan secara 
sinergis. Kombinasi antara pengelolaan berbasis masyarakat, perencanaan ruang laut yang transparan, 
dan perlindungan kawasan penting yang didukung teknologi modern akan memperkuat ketahanan 
ekosistem laut dan sosial ekonomi masyarakat pesisir secara simultan. 

 
Peran Kebijakan dan Kelembagaan 

Keberhasilan pengelolaan laut dan pulau-pulau kecil sangat bergantung pada peran kebijakan dan 
kapasitas kelembagaan yang mendukung. Di Indonesia, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil (RZWP3K) sebagaimana tertuang dalam UU No. 1 Tahun 2014 dan Perpres No. 32 Tahun 
2023 menjadi kerangka hukum utama dalam tata kelola ruang laut (Anam et al., 2025 ; Amirullah, 2025). 
RZWP3K berfungsi mengarahkan pemanfaatan ruang laut secara legal, adil, dan berkelanjutan. Namun, 
realisasi kebijakan ini di tingkat daerah masih menghadapi kendala serius seperti tumpang tindih 
kewenangan, rendahnya partisipasi publik, serta minimnya anggaran dan data spasial yang akurat. 

Kelembagaan di tingkat lokal sering kali belum siap untuk menjalankan kebijakan nasional secara 
efektif. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, rendahnya kapasitas 
teknis perangkat daerah, serta lemahnya koordinasi antar sektor seperti kelautan, perhubungan, 
pariwisata, dan lingkungan hidup (Juanda et al., 2023 ; Simanungkalit, 2023). Selain itu, lemahnya 
mekanisme monitoring dan evaluasi membuat banyak program konservasi dan zonasi ruang laut tidak 
berjalan secara optimal. Untuk itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, 
reformasi kelembagaan, serta dukungan pendanaan berbasis kinerja agar pelaksanaan kebijakan lebih 
adaptif terhadap dinamika lokal. Perlu pula ditekankan pentingnya koherensi kebijakan antara level pusat 
dan daerah, serta integrasi dengan kebijakan perubahan iklim dan pembangunan wilayah. Kolaborasi 
antara pemangku kepentingan lintas sektor dan pemanfaatan pendekatan berbasis data sangat penting 
untuk mendorong tata kelola laut yang lebih akuntabel, transparan, dan berkelanjutan. 

 
Integrasi Konsep Ekonomi Biru 

Konsep ekonomi biru menjadi arah baru pembangunan laut yang mengintegrasikan pertumbuhan 
ekonomi, inklusivitas sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Ekonomi biru menekankan optimalisasi 
pemanfaatan sumber daya laut tanpa mengorbankan fungsi ekosistem. Di berbagai negara, pendekatan 
ini sudah diadopsi dalam kebijakan nasional untuk menjawab krisis lingkungan dan sosial di wilayah 
pesisir. Di Indonesia telah diluncurkan Strategi Nasional Ekonomi Biru yang memprioritaskan lima sektor 
utama: perikanan tangkap, akuakultur, pariwisata bahari, bioekonomi laut, dan energi terbarukan laut 
(Bakti & Hakim, 2024 ; Khoiriyah, 2024). 

Salah satu implementasi nyata ekonomi biru adalah pengembangan ekowisata bahari di kawasan 
konservasi. Kegiatan seperti snorkeling, diving, dan wisata edukasi berbasis masyarakat lokal tidak 
hanya menghasilkan pendapatan, tetapi juga mendorong perlindungan sumber daya alam secara aktif 
(Tarani & Rosnani , 2025 ; Permata et al., 2024 ; Nursita, 2020). Budidaya laut berkelanjutan, seperti 
rumput laut, kerang hijau, dan kerapu sistem terkontrol, juga menjadi alternatif ekonomi yang ramah 
lingkungan dan efisien dalam penggunaan ruang. Pendekatan ini memiliki potensi besar untuk 
meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat pesisir, terutama di pulau kecil yang aksesibilitasnya 
terbatas. 

Selain itu, berkembang pula inovasi produk kelautan berbasis bioresources lokal, seperti pangan 
fungsional dari alga dan ikan, serta produk biofarmaka dan kosmetik laut. Hilirisasi produk laut ini 
menciptakan nilai tambah sekaligus membuka peluang kewirausahaan pesisir (Muntaha et al., 2025 ; 
Muhammad et al., 2024). Namun, keberhasilan ekonomi biru sangat bergantung pada tata kelola yang 
transparan, insentif yang tepat, serta sistem pasar yang adil. Oleh karena itu, sinergi antara pelaku 
usaha, pemerintah, akademisi, dan komunitas menjadi kunci dalam mendorong transformasi ekonomi 
laut yang berkelanjutan. 
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4.  KESIMPULAN DAN SARAN 
 Pengelolaan laut dan pulau-pulau kecil menghadapi tantangan yang kompleks dan saling terkait, 

mulai dari degradasi ekosistem akibat overfishing dan perubahan iklim, hingga lemahnya tata kelola dan 
ketimpangan akses terhadap sumber daya. Pendekatan pengelolaan yang berbasis masyarakat, 
perencanaan ruang laut yang adaptif, serta kawasan konservasi berbasis teknologi telah terbukti 
memberikan dampak positif terhadap perlindungan ekosistem dan kesejahteraan sosial ekonomi pesisir. 
Selain itu, peran kebijakan dan kelembagaan menjadi krusial dalam menjamin konsistensi dan 
keberlanjutan upaya-upaya tersebut di berbagai level pemerintahan. 

Integrasi konsep ekonomi biru menjadi arah strategis untuk menyeimbangkan pertumbuhan 
ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan di wilayah laut dan pulau kecil. Kegiatan seperti ekowisata 
bahari, budidaya berkelanjutan, dan inovasi produk kelautan lokal merupakan contoh implementasi 
ekonomi biru yang potensial. Namun, pendekatan-pendekatan ini memerlukan sinergi lintas sektor, 
penguatan kapasitas lokal, serta kerangka regulasi yang inklusif dan berbasis data agar dapat berjalan 
secara efektif dan berkelanjutan. 

Berdasarkan hasil kajian, disarankan agar pengelolaan laut dan pulau-pulau kecil lebih diarahkan 
pada pendekatan yang partisipatif, adaptif, dan berbasis ekosistem. Penguatan pengelolaan berbasis 
masyarakat perlu menjadi prioritas melalui legalisasi kelembagaan lokal, pelatihan teknis, serta 
dukungan insentif berbasis konservasi. Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan kapasitas 
kelembagaan dalam pemetaan ruang laut, pengawasan kawasan konservasi, dan integrasi kebijakan 
adaptasi perubahan iklim dalam perencanaan wilayah pesisir. Pemanfaatan teknologi informasi dan 
pemantauan berbasis data, seperti drone, citra satelit, dan sistem informasi geografis, sangat penting 
untuk mendukung pengambilan keputusan yang responsif dan berbasis bukti. Selain itu, strategi ekonomi 
biru perlu dilaksanakan secara inklusif dengan melibatkan komunitas lokal, UMKM pesisir, dan kelompok 
rentan dalam kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan seperti ekowisata, budidaya laut berkelanjutan, 
dan hilirisasi produk kelautan. Diperlukan pula riset lanjutan untuk mengevaluasi efektivitas pendekatan-
pendekatan tersebut serta dampaknya terhadap ketahanan ekosistem dan peningkatan kesejahteraan 
masyarakat secara berkelanjutan. 
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